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KEMEN-KP. Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang Budidaya Udang di Air
Payau.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMEN-KP/2018
TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG BUDIDAYA UDANG DI AIR PAYAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Bidang Budidaya Udang di Air Payau;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
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Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun
2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1792);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-
KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 317);

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 268 Tahun
2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha
Pembenihan Udang di Air Payau;

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 299 Tahun
2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan



Menetapkan
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Perikanan  Golongan Pokok Perikanan  Golongan
Perikanan Budidaya Sub Golongan Budidaya lkan Laut
Kelompok Usaha Pembesaran Udang di Air Payau;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG BUDIDAYA UDANG DI AIR PAYAU.

Pasal 1
(1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Budidaya Udang di Air Payau terdiri atas:
a. pembenihan udang di air payau; dan
b. pembesaran udang di air payau.
(2) Pembenihan udang di air payau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diterapkan pada jenjang:
a. kualifikasi 2 yaitu operator;
b. kualifikasi 3 yaitu operator;
c. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
e. kualifikasi 6 yaitu manajer umum.
(3) Pembesaran udang di air payau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diterapkan pada jenjang:
a. kualifikasi 1 yaitu operator;
b. kualifikasi 2 yaitu operator;
c. kualifikasi 3 yaitu operator
d. kualifikasi 4 yaitu teknisi;
e. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
f.  kualifikasi 6 yaitu manajer umum.
(4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 diterapkan untuk:
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a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. pengembangan sumber daya manusia; dan

pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 3
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



